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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

 
Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator 

keberhasilan reformasi birokrasi. Dalam upaya meningkatkan kualitas 

pelayanan tersebut, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi alat penting 

untuk menjaring umpan balik dari masyarakat pengguna layanan. Berdasarkan 

Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, setiap penyelenggara pelayanan publik 

diwajibkan melaksanakan survei secara berkala dan menindaklanjuti hasilnya 

dalam bentuk perbaikan yang terukur dan terencana. 

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik 

nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat 

dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. 

Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara 

komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan 

yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk 

mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai 

kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara 

pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester 2 Tahun 2025 

menunjukkan nilai sebesar 93.68 dengan kategori  SANGAT BAIK. Meskipun 

secara umum pelayanan dinilai memuaskan, beberapa unsur pelayanan masih 

memerlukan peningkatan. Oleh karena itu, disusunlah Rencana Tindak Lanjut. 

 

Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka 



 

SOMEAH perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses 

continuous improvement dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan 

pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

BAB II 

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT 

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh SOMEAH Semester 2 Tahun 2025 

menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan 

seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Semester 2 Tahun 2025 

 

 
Nilai Unsur Pelayanan 

U1 U2 U3 U
4 

U
5 

U
6 

U7 U8 U9 

IKM per unsur 3,76 3,7
2 

3,6
0 

3,
81 

3,
74 

3,
69 

3,7
3 

3,74 3,8
5 

Kategori A A A A A A A A A 

IKM Unit 

Layanan 

 
93.68 (SANGAT BAIK) 

 

Rencana tindak lanjut difokuskan pada tiga unsur dengan nilai terendah, 

yaitu U3 Kecepatan Waktu (3,6), U6 Kompetensi Petugas (3,6), dan U2 

Prosedur Pelayanan (3,7). Upaya perbaikan diarahkan untuk mempercepat waktu 

pelayanan melalui penyederhanaan alur kerja, optimalisasi sistem layanan, serta 

penambahan petugas pada jam-jam sibuk. Pada aspek kompetensi petugas, akan 

dilakukan pelatihan rutin, peningkatan pemahaman SOP, supervisi berkala, dan 

evaluasi kinerja untuk memastikan keseragaman keterampilan dalam memberikan 

pelayanan yang profesional. Sementara itu, perbaikan prosedur pelayanan 

dilakukan melalui revisi SOP agar lebih sederhana, penyediaan alur layanan 

berbentuk visual, serta sosialisasi menyeluruh kepada petugas dan masyarakat. 

Ketiga tindak lanjut ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, kualitas, dan 

kenyamanan pelayanan pada semester berikutnya. 
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Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM Semester II Tahun 
2025 

 

N
o 

Unsur Layanan Rencana Tindakan Penanggung 
Jawab 

1 U3 Kecepatan 

Waktu 

Pelayanan 

- Penyederhanaan alur 

pelayanan. 

- Optimalisasi sistem digital 

untuk mempercepat proses. 

- Penambahan petugas pada 

jam pelayanan padat. 

- Monitoring waktu layanan 

secara berkala. 

Kepala UPP 

SOMEAH / Bidang 

Pelayanan 

2 U6 Kompetensi 

Petugas 

- Pelatihan dan refresh SOP 

secara berkala. 

- Supervisi lapangan untuk 

memastikan kesesuaian 

pelayanan. 

- Evaluasi kinerja individu dan 
tim. 

- Peningkatan kemampuan 

komunikasi dan pelayanan 

prima. 

Subbag 
Kepegawaian 

3 U2 Prosedur 

Pelayanan 

- Revisi dan 

penyederhanaan SOP. 

- Penyusunan alur 

pelayanan dalam bentuk 

poster/infografis. 

- Sosialisasi SOP kepada 

petugas dan masyarakat. 

- Penyesuaian prosedur 

agar lebih mudahdipahami 

dan diikuti. 

Bidang Pelayanan 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rincian Tindakan 

1. U3 – Kecepatan Waktu Pelayanan (Nilai 3,7) 

✓ Tujuan 

• Mempercepat waktu pelayanan dan mengurangi antrean. 

• Meningkatkan efisiensi alur pelayanan. 

✓ Tindakan 

• Penyederhanaan alur pelayanan. 

• Optimalisasi sistem digital/elektronik. 

• Penambahan petugas pada jam padat. 

• Penetapan standar waktu pelayanan (SWP) baru. 

✓ Alur Proses 

1. Pemetaan ulang tahapan pelayanan. 

2. Identifikasi hambatan dalam alur pelayanan. 

3. Penyusunan alur baru yang lebih ringkas. 

4. Implementasi digitalisasi layanan. 

5. Penjadwalan ulang/penambahan petugas. 

6. Sosialisasi alur baru kepada petugas dan masyarakat. 

✓ Evaluasi 

• Monitoring harian waktu pelayanan. 

• Evaluasi bulanan kualitas kecepatan layanan. 

• Survei cepat persepsi masyarakat. 

• Tindak lanjut perbaikan sesuai temuan lapangan. 

✓ Penanggung Jawab 

• Kepala UPP Someah 

• Kepala Bidang Pelayanan 

• Koordinator Layanan Front Office 
 
 

2. U6 – Kompetensi Petugas (Nilai 3,7) 

✓ Tujuan 

• Meningkatkan kompetensi teknis dan keterampilan pelayanan. 

• Menyelaraskan pemahaman SOP seluruh petugas. 
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✓ Tindakan 

• Pelatihan kompetensi teknis dan pelayanan prima. 

• Refreshment SOP secara berkala. 

• Supervisi lapangan rutin. 

• Evaluasi kinerja dan umpan balik individual. 

✓ Alur Proses 

1. Identifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan evaluasi IKM. 

2. Pelaksanaan pelatihan teknis dan soft skills. 

3. Penyampaian ulang SOP terbaru. 

4. Supervisi kinerja dan kepatuhan SOP. 

5. Coaching bagi petugas yang memerlukan peningkatan. 

✓ Evaluasi 

• Tes kompetensi pasca-pelatihan. 

• Monitoring kepatuhan SOP melalui checklist. 

• Evaluasi kinerja triwulan. 

• Survei kepuasan masyarakat terkait pelayanan petugas. 

✓ Penanggung Jawab 

• Subbag Kepegawaian 

• Kepala Unit PelayananPublik 

• Koordinator SDM 
 
 

3. U2 – Prosedur Pelayanan (Nilai 3,6) 

✓ Tujuan 

• Menyederhanakan prosedur agar lebih mudah dipahami. 

• Memastikan SOP diterapkan secara konsisten. 

✓ Tindakan 

• Revisi dan penyederhanaan SOP. 

• Penyusunan alur visual layanan. 

• Sosialisasi SOP bagi petugas dan masyarakat. 

✓ Alur Proses 

1. Review SOP bersama tim teknis. 

2. Penyederhanaan langkah-langkah prosedur. 

3. Pembuatan alur visual dalam bentuk poster/infografik. 
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4. Penempatan media alur visual di area layanan dan media sosial. 

5. Sosialisasi SOP baru ke seluruh petugas. 

✓ Evaluasi 

• Monitoring penerapan SOP. 

• Survei pemahaman masyarakat terhadap prosedur. 

• Analisis feedback dari kanal pengaduan. 

• Penyesuaian SOP jika ditemukan hambatan. 

✓ Penanggung Jawab 

• Bidang Pelayanan 

• Kepala Seksi Pelayanan 

• Koordinator Front Office 

. 
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BAB III 

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL SKM 

SEMESTER II TAHUN 2025 

 
Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang 

telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

 

N
o 

Unsur Nama Kegiatan Status Keterangan 

1 U3 – 
Kecepata
n Waktu 
Pelayana
n 

Penyederhanaan 
alur pelayanan 

Sedang 
Berjalan 

Dilakukan pemetaan 
ulang proses; 
rancangan alur baru 
sedang disusun 
untuk mempercepat 
waktu pelayanan. 

2 U6 – 
Kompeten
si Petugas 

Pelatihan 
kompetensi teknis 
& pelayanan prima 

Sudah 
Dilaksanakan 

Pelatihan dasar, 
refresh SOP, dan 
pembekalan 
pelayanan prima telah 
diberikan kepada 
petugas. 

3 U2 – Prosedur 
Pelayanan 

Revisi & 
penyederhana
an SOP 

Sedang 
Berjalan 

Draft SOP baru 
telah disusun dan 
dalam tahap 
Finalisasi sebelum 
sosialisasi. 

 

 
Implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada Semester 2 Tahun 2025 

difokuskan pada tiga unsur prioritas dengan nilai terendah, yaitu U3 Kecepatan Waktu 

Pelayanan, U6 Kompetensi Petugas, dan U2 Prosedur Pelayanan. Pada unsur U3 

Kecepatan Waktu Pelayanan, kegiatan penyederhanaan alur pelayanan telah sedang 

berjalan, di mana unit layanan melakukan pemetaan ulang alur proses untuk mengidentifikasi 

titik hambatan serta menyusun rancangan alur pelayanan baru yang lebih efisien. Tujuan 

utama kegiatan ini adalah mempercepat proses pelayanan, mengurangi antrean, dan 

meningkatkan efektivitas waktu bagi pengguna layanan. 

Pada unsur U6 Kompetensi Petugas, kegiatan pelatihan kompetensi teknis dan 

pelayanan prima telah dilaksanakan, meliputi refresh SOP, pelatihan soft skills, serta 

pembekalan terkait etika komunikasi dan pelayanan publik. Implementasi ini 

bertujuan memastikan seluruh petugas memiliki pemahaman prosedur yang seragam 

dan mampu memberikan pelayanan yang profesional, ramah, dan responsive sesuai 

standar. 

Sementara itu, pada unsur U2 Prosedur Pelayanan, kegiatan revisi dan 



 

penyederhanaan SOP saat ini sedang berjalan, dengan draft SOP baru yang telah 

disusun dan sedang memasuki tahap finalisasi. Proses ini dilakukan untuk memastikan 

prosedur layanan menjadi lebih sederhana, tidak berbelit, dan mudah dipahami oleh 

masyarakat. Perbaikan SOP ini akan menjadi dasar bagi penyusunan media alur visual dan 

sosialisasi prosedur kepada masyarakat. Dengan implementasi ketiga prioritas utama ini, 

diharapkan kualitas pelayanan meningkat secara signifikan pada periode penilaian 

berikutnya. 



 

BAB IV 

KESIMPULAN 

 
Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya 

dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 

A. Kelebihan yang Dicapai 

1. Peningkatan Efisiensi Alur Pelayanan (U3 – Kecepatan Waktu) 

• Penyederhanaan alur pelayanan telah menghilangkan tahapan yang tidak 

diperlukan. 

• Waktu tunggu mulai berkurang karena proses pemetaan ulang alur berjalan 

efektif. 

• Penjadwalan ulang serta penambahan petugas pada jam sibuk 

meningkatkan kelancaran layanan. 

• Pelayanan menjadi lebih responsif dan terstruktur. 
 
 

2. Peningkatan  Kompetensi  dan  Profesionalisme  Petugas  (U6 – 

Kompetensi Petugas) 

• Pelatihan teknis dan pelayanan prima berhasil meningkatkan 

keterampilan petugas. 

• Pemahaman SOP menjadi lebih seragam sehingga pelayanan lebih 

konsisten. 

• Supervisi lapangan secara rutin memastikan petugas memberikan 

pelayanan sesuai standar. 

• Interaksi petugas dengan masyarakat menjadi lebih ramah, santun, dan 

komunikatif. 

 
3. Prosedur Pelayanan Menjadi Lebih Terarah dan Mudah Dipahami (U2 

– Prosedur Pelayanan) 

• Revisi SOP menghasilkan prosedur yang lebih ringkas dan tidak berbelit. 

• Penyusunan draft alur visual menunjukkan langkah positif untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat. 

• Perbaikan SOP memberikan dasar kuat bagi penerapan prosedur yang 



 

lebih jelas dan terstandar. 

• Arah perbaikan menjadi lebih terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat. 
 
 

4. Pelaksanaan Tindak Lanjut Berjalan Sistematis dan Terencana 

• Kegiatan dilakukan sesuai prioritas dan berbasis hasil evaluasi IKM. 

• Setiap unsur memiliki tindakan yang jelas, terukur, dan ditindaklanjuti. 

• Adanya koordinasi antara unit pelayanan, kepegawaian, dan bidang 

terkait memperlancar proses perbaikan. 

 
5. Terbangunnya Komitmen Organisasi untuk Meningkatkan Kualitas 

Layanan 

• Seluruh unit menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti hasil survei 

IKM. 

• Upaya perbaikan dilakukan tidak hanya formalitas, tetapi memberikan 

perubahan yang nyata. 

• Ada peningkatan budaya kerja menuju pelayanan yang lebih cepat, 

profesional, dan ramah masyarakat. 

 
B. Kekurangan dan Tantangan 

1. Tantangan dalam Peningkatan Kecepatan Waktu Pelayanan (U3) 

• Digitalisasi layanan belum optimal, sehingga beberapa proses masih 

dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu lebih lama. 

• Keterbatasan jumlah petugas pada waktu tertentu membuat upaya 

penyederhanaan alur belum memberikan dampak maksimal. 

• Ketidaksesuaian alur kerja antarpetugas terkadang menimbulkan 

hambatan dalam kelancaran pelayanan. 

• Penyesuaian terhadap alur baru membutuhkan waktu, sehingga 

implementasinya belum sepenuhnya stabil. 

 
2. Tantangan dalam Peningkatan Kompetensi Petugas (U6) 

• Tidak semua petugas dapat mengikuti pelatihan secara bersamaan, 

sehingga peningkatan kompetensi belum merata. 



 

• Perbedaan latar belakang kemampuan membuat beberapa petugas 

membutuhkan pendampingan lebih intensif. 

• Kendala supervisi rutin, terutama pada jam sibuk, membuat evaluasi 

kinerja tidak selalu berjalan optimal. 

• Tingkat pergantian petugas menyebabkan perlunya pelatihan ulang 

bagi petugas baru secara berkelanjutan. 

 
3. Tantangan dalam Penyederhanaan Prosedur Pelayanan (U2) 

• Proses revisi SOP membutuhkan koordinasi lintas unit, sehingga 

memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan. 

• Belum tersedianya alur visual karena SOP masih dalam tahap finalisasi, 

sehingga masyarakat belum dapat melihat perubahan prosedur secara 

nyata. 

• Keterbatasan media informasi, terutama untuk menyosialisasikan SOP 

baru secara luas kepada masyarakat. 

• Resistensi perubahan dari sebagian petugas, yang sudah terbiasa 

dengan alur lama dan membutuhkan adaptasi terhadap prosedur baru. 

 
4. Tantangan dalam Konsistensi Implementasi di Lapangan 

• Belum semua tindak lanjut dapat dilaksanakan secara penuh, 

terutama kegiatan yang menunggu persetujuan atau penyelesaian 

dokumen. 

• Koordinasi antar unit belum optimal, sehingga beberapa program 

berjalan lebih lambat dari jadwal. 

• Pengumpulan data monitoring belum terintegrasi, sehingga analisis 

efektivitas tindak lanjut membutuhkan waktu lebih lama. 

 
5. Tantangan dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Secara Merata 

• Persepsi masyarakat beragam, sehingga peningkatan di satu unsur 

belum tentu memengaruhi semua bidang pelayanan. 

• Kebutuhan masyarakat semakin meningkat, sehingga unit pelayanan 

dituntut untuk terus menyesuaikan standar layanan. 

• Pengaduan masyarakat cenderung meningkat, sebagai  indikator 



 

meningkatnya harapan dan ekspektasi terhadap kualitas pelayanan 
 
 

Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai 

strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk 

mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain: 

 

N
o 

Strategi 

Penyelesaian 

Target Waktu 

Penyelesaian 

Penanggung 

Jawab 

Stakeholder 

Terkait 

1 Optimalisasi 
digitalisasi layanan 
(pendaftaran, antrian 
elektronik, pencatatan 
otomatis) 

untuk mempercepat 

waktu pelayanan 

Trimester  1 
Tahun 2026 

Kepala Unit 
Pelayanan 
Publik 

Bidang IT, 
Subbag 
Program, Tim 
Operator 
Layanan 

2 Penambahan petugas 
pada jam sibuk serta 
penataan ulang shift 
kerja agar 
meningkatkan 
kelancaran alur 

pelayanan 

Triwulan 1 
2026 

Kepala 
Bidang 
Pelayanan 

Subbag 
Kepegawaian, 
Kepala Unit, 
Penjadwal 
Petugas 

3 Pelaksanaan pelatihan 
berkelanjutan untuk 
meningkatkan 
kompetensi teknis dan 
pelayanan prima 

petugas 

Triwulan 2 

Tahun 2026 

Subbag 
Kepegawaian 

Narasumber 
Pelatihan, 
Kepala Unit 
Pelayanan 

4 Memperkuat 
supervisi dan 
evaluasi berkala 
terhadap kepatuhan 
SOP untuk 
memastikan 
konsistensi 

pelayanan 

Bulanan Kepala Unit 
Pelayanan 
Publik 

Pengawas 
Lapangan, 
Bidang 
Pelayanan 

5 Finalisasi revisi SOP 
dan penyusunan alur 
visual (poster/infografis) 
untuk memudahkan 

pemahaman 

masyarakat 

Triwulan 1 
2026 

Bidang 
Pelayanan 

Subbag Umum, 
Tim Desain 
Publikasi, Front 
Office 



 

 

6 Intensifikasi sosialisasi 
SOP dan alur layanan 
baru kepada petugas 
dan 

Masyarakat 

Triwulan II 
2026 

Kepala Seksi 
Mutu 
Pelayanan 

Humas, Front 
Office, Kepala 
Unit 

7 Penguatan koordinasi 
antar-unit untuk 
mempercepat 
penyelesaian tindak 
lanjut dan memastikan 

keselarasan 

implementasi 

Sepanjang 
Tahun 2026 

Sekretariat / 
Subbag 
Program 

Semua Bidang 
& Unit Terkait 

8 Pengembangan 
sistem monitoring 
berbasis data untuk 
mempercepat 
pelaporan dan 

evaluasi tindak lanjut 

Semester 1 

Tahun 2026 

Subbag 
Program & 
Perencanaan 

Bidang 
Pelayanan, IT, 
Pengawas 
Lapangan 

9 Menyediakan kanal 
umpan balik yang lebih 
mudah diakses 
masyarakat untuk 
memantau efektivitas 

perubahan 

Triwulan III 
2026 

Pengelola 
Pengaduan 

DPMPTSP, 
SP4N LAPOR, 
Tim Layanan 
Publik 

 
Strategi-strategi di atas diharapkan tidak hanya mampu mengatasi 

kekurangan dalam pelayanan, tetapi juga memperkuat sistem pelayanan 

publik yang berkelanjutan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan 

masyarakat. 



 

LAMPIRAN BUKTI PELAKSANAAN RENCANA TINDAK LANJUT 

SEMESTER 2 TAHUN 2026 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 


